
 
 

  
 

 

KEPUTUSAN BERSAMA 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PONOROGO 

 
DENGAN 

 

BUPATI PONOROGO 
 

NOMOR :  100.3.3/ARH/  06  /DPRD/405.05/VIII/2025 

NOMOR :   43   TAHUN 2025 

 

TENTANG 

 
PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2025 MENJADI  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  

 
PIMPINAN DPRD KABUPATEN PONOROGO DENGAN BUPATI PONOROGO, 

 
Menimbang  : a.  bahwa  berdasarkan  Keputusan  Gubernur Jawa Timur 

Nomor : 100.3.3.1/501/013/2025 tentang Hasil Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan 

Bupati Ponorogo tentang  Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2025 dimaksud;   

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang 

diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, 

merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke 

dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta 

Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara 

S A L I N A N 
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yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD 

pada tanggal 12 bulan Juni Tahun 2025; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo 

Tahun Anggaran 2025. 

 

Mengingat :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor  2  Tahun 1965 

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya 

Dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara; 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan  

sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundangundangan; 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah; 
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7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 

Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 



   4 
 

Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 

Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 

Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, 

dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 

Keuangan Partai Politik; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi 

Pemerintah Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, 

Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan 

Keuangan Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 

tentang Pengutamaan, Penggunaan Alokasi Anggaran 

untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan 

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 

2020 tentang Pengutamaan, Penggunaan Alokasi 

Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, 

dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan 

Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan 
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Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 

2023 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 

2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2025; 

26. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Ponorogo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib. 

 

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 

100.3.3.1/501/013/2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Ponorogo tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2025; 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :    

Kesatu : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten 

Ponorogo, dengan perubahan dan penyempurnaan 

sebagaimana tersebut pada Keputusan Gubernur Jawa Timur 

Nomor : 100.3.3.1/501/013/2025 tentang Hasil Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati ponorogo 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 
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Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

  
Ditetapkan  di Ponorogo  

pada tanggal 12 AGUSTUS 2025JULI 
2020      

 
DPRD KABUPATEN PONOROGO  

KETUA, 
 

TTD 
 

 
DWI AGUS PRAYITNO, S.H., M.Si. 

BUPATI PONOROGO,  

 
 

TTD 
 

 
H. SUGIRI SANCOKO, S.E, M.M. 

  

WAKIL KETUA, 
 

TTD 

 
 

EVI DWITASARI, S.Sos. 

 

  

WAKIL KETUA, 

 
TTD 

 
 

PAMUJI, S.Pd. 

 

  

WAKIL KETUA, 
 

 
TTD 

 
ANIK SUHARTO, S.Sos. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


